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KPDBU

1. PJPK menetapkan bentuk pengembalian
investasi yang meliputi penutupan biaya
modal, biaya operasional, dan keuntungan
Badan Usaha Pelaksana.

2. Pengembalian investasi Badan Usaha
Pelaksana atas Penyediaan Infrastruktur
bersumber dari:
a. pembayaran oleh pengguna dalam

bentuk tarif;
b. Pembayaran Ketersediaan Layanan

(Availability Payment); dan/atau,
c. bentuk lainnya sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 11 Perpres 38/2015

Pasal 13

Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 96 Tahun 2016
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PERBEDAAN SKEMA KONVENSIONAL (APBD) DAN KPDBU-AP

Konvesional (APBD) AP

Penganggaran dan Kontraktual Dipecah dalam beberapa Kegiatan (Design,
Konstruksi, Operasi, Pemeliharaan)

Hanya Satu
(KPBDU/Kontrak AP)

Jangka Waktu 1. Konstruksi : a. 1 Tahun Anggaran
b. Tahun Jamak/Multiyears

2. Pemeliharaan (setiap Tahun)

1. Sesuai Perjanjian/kontrak

2. Pemeliharan oleh Badan Usaha

Beban Risiko Pemerintah Daerah Bersama

Sumber Pendaanan untuk
Konstruksi APBD Badan Usaha

Pembayaran (Tahunan)

Waktu

Berat di Awal

OperasiKonstruksi

Relatif datar
(Sesuai kontrak 30 s.d 50 

thn)

Konstruksi Operasi

Jumlah
(Rp)

Waktu

Jumlah
(Rp)
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PERHITUNGAN BESARAN AP
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PEMBAYARAN AP

 Pembayaran AP dilaksanakan setelah masa konstruksi selesai, artinya
Pemda tidak perlu mengalokasikan biaya selama masa konstruksi.

 Pelaksanaan pembayaran AP wajib dialokasikan oleh PJPK berdasarkan
perjanjian KPDBU dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang
Penjabaran APBD.

 Pelaksanaan pembayaran AP yang dialokasikan oleh PJPK wajib disetujui
oleh DPRD selama masa perjanjian KPDBU.
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PEMBAYARAN AP

Peraturan perundang-undangan dibidang Kerja Sama
Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dalam
penyediaan infrastruktur tidak mengamanatkan
dan/atau memerlukan pengaturan dalam bentuk
Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah
yang mengatur secara khusus tentang kerja sama daerah
tersebut. Perda yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan kerja sama daerah dengan badan usaha
dalam penyediaan infrastruktur hanya perda tentang
APBD yang dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan
anggaran untuk membiayai kerja sama dimaksud selama
masa perjanjian kerja sama.



PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN 

Pendapatan Asli Daerah

 Pajak Daerah

 Retribusi Daerah 

 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg 
Dipisahkan

 Lain –lain PAD yg Sah

Belanja Operasi

 B. Pegawai

 B. Barang & Jasa

 B. Bunga

 B. Subsidi

 B. Hibah

 B. Bantuan Sosial

Penerimaan Pembiayaan 

 SiLPA

 Pencairan Dana Cadangan

 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg
Dipisahkan

 Penerimaan Pinjaman Daerah

 Penerimaan Kembali Pemberian 
Pinjaman Daerah

 Penerimaan Pembiayaan Lainnya
Sesuai Ketentuan PUU

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Pendapatan Transfer

 Transfer Pemerintah Pusat

 Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah

 Hibah

 Dana Darurat

 Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU

Belanja Modal

 B. M. Tanah

 B. M. Peralatan & Mesin

 B. M. Gedung & Bangunan

 B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi

 B. M. Aset Tetap Lainnya

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

 B. Bagi Hasil

 B. Bantuan Keuangan

Pengeluaran Pembiayaan

 Pembentukan Dana Cadangan

 Penyertaan Modal Daerah

 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang 
Jatuh Tempo

 Pemberian Pinjaman Daerah

 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya
sesuai PUU

ST
RU

KT
UR

 A
PB

D
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Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib
yang terkait Pelayanan Dasar dan Wajib yang tidak terkait Pelayanan
Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan
Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran
kesehatan, dan insfrastruktur

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional,
analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perurndang-undangan. Standar harga satuan
regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Analisis standar
belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan
dengan Perkada yang digunakan untuk menyusun RKA dalam
penyusunan Ranperda tentang APBD

BELANJA DAERAH
KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH 

DALAM MENGELOLA BELANJA DAERAH

JENIS BELANJA KEWENANGAN 

PENGELOLAAN

BELANJA OPERASI

 Belanja Pegawai SKPKD, SKPD dan BLUD

 Belanja Barang dan Jasa SKPKD, SKPD dan BLUD

 Belanja Bunga SKPKD dan BLUD

 Belanja Subsidi SKPKD dan/atau SKPD

 Belanja Hibah SKPKD dan/atau SKPD

 Belanja Bantuan Sosial SKPKD dan/atau SKPD

BELANJA MODAL SKPKD, SKPD dan BLUD

BELANJA TIDAK TERDUGA SKPKD

BELANJA TRANSFER SKPKD
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Akun 5 : Belanja Daerah
Kelompok 1 : Belanja Operasi
Jenis 02 : Belanja Barang & Jasa
Objek 02 : Belanja Jasa
Rincian Objek 10 : Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)
Sub Rincian Objek 0017 : Infrastruktur Kesehatan

LRA

CONTOH REKENING BELANJA AP
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PELAKSANAAN ANGGARAN

 Kepala SKPD menyusun DPA-SKPD untuk AP setelah Perda tentang APBD dan Perkada tentang
Penjabaran APBD ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

 PPKD selaku BUD mengesahkan DPA-SKPD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku
koordinator pengelolaan keuangan daerah.

 DPA-SKPD dijadikan dasar pelaksanaan Pembayaran AP kepada Badan Usaha.

 Atas dasar DPA-SKPD, Kepala SKPD menatausahakan keuangan untuk AP sesuai peraturan perundang-
undangan.

 Kepala SKPD dapat melakukan Pembayaran Ketersediaan Layanan setelah mendapat persetujuan dari
Kepala Daerah selaku PJPK dan Badan Usaha telah memenuhi kondisi sebagai berikut:

 Layanan infrastruktur yang dikerjasamakan telah dibangun dan dinyatakan siap beroperasi.

 Kepala Daerah menyatakan bahwa infrastruktur telah memenuhi output dan indikator kinerja (perjanjian KPDBU).

 Setiap AP dilakukan secara tepat waktu dan memperhatikan sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan
keuangan.
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Dokumen-Dokumen Utama yang Dibutuhkan

untuk Pengajuan Pertimbangan AP

SK Tim KPBU/Simpul KPDBU

Neraca pada Perda Pelaksanaan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

selama 3 (tiga) tahun terakhir

Dokumen-dokumen Perencanaan (a.l.

RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS)

Kerangka acuan kegiatan KPDBU, yaitu

Dokumen OBC dan FBC, Dokumen

Pra-FS dan FS

Rencana keuangan KPDBU

Pernyataan tidak mempunyai tunggakan

atas pengembalian pinjaman yang

berasal dari Pemerintah

1

3

5

2

4

6

Perhitungan rasio kemampuan

keuangan daerah untuk memenuhi

kewajiban Tahun I AP baru

Perbandingan total pembayaran AP dan

total pinjaman tidak melebihi 75% (tujuh

puluh lima persen) dari jumlah

penerimaan umum APBD tahun

sebelumnya

7 8



KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH

27

Gubernur bersama DPRD
memperbaiki

Ranperda PDRD sesuai dengan 

rekomendasi,  lalu menyampaikan hasil 

perbaikan kepada  Mendagri dan Menkeu 

paling lama 7 hari.

Gubernur menyampaikan
G

u

ranperda yg telah disetujui R

bersama dg DPRD kepada P

Mendagri, dan Mendagri k

bernur
memproses

aperda PDRD 
menjadi  erda 
PDRD sesuai  
etentuan Per-UU-an

Pasal 132A PP 49/2008

Penjabat kepala daerah atau
pelaksana tugas kepala
daerah dilarang:

a. melakukan mutasi pegawai; 

b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya
dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang 
dikeluarkan pejabat sebelumnya;

c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan
dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan 

d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat
sebelumnya. 

Pasal 15 ayat (1) Permendagri Nomor 4 Tahun 2023

Pj. Gubernur, Pj. Bupati dan Pj. Wali kota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang 
sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati, Wali kota sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.



PROSES PERTIMBANGAN AP PROVINSI

26

Pasal 33 Permendagri 96/2016

Gubernur bersama DPRD
memperbaiki

Ranperda PDRD sesuai dengan 

rekomendasi,  lalu menyampaikan hasil 

perbaikan kepada  Mendagri dan Menkeu 

paling lama 7 hari.

Gubernur menyampaikan
G

u

ranperda yg telah disetujui R

bersama dg DPRD kepada P

Mendagri, dan Mendagri k

bernur
memproses

aperda PDRD 
menjadi  erda 
PDRD sesuai  
etentuan Per-UU-an

Gubernur 

menyampaikan  

dokumen OBC, FBC, 

dan  proyeksi 

penghitungan  

pembayaran AP kepada  

Mendagri unt 

mendapat  

pertimbangan

Pertimbangan dilakukan dg  

meneliti kesesuaian dok

renc.  Keg. KPBU dg 

RPJMD, RKPD,

KUA-PPAS, & kelayakan  

kemampuan keuangan

daerah  berdasarkan OBC 

dan FBC

Mendagri memberikan pertimbangan 

kepada  Gubernur paling lama 15 hari 

sejak usulan  KPBU diterima.

Mendagri berkoodinasi dg  

Menkeu dalam hal renc.

Keg.  KPBU 

mengikutsertakan  

dukungan Pemerintah 

(PDF,  VGF, Penjaminan)

Pertimbangan Mendagri diberikan  

berdasarkan kesepakatan rakor paling 

lama  3 hari setelah rakor antara 

Mendagri dengan  Menkeu.
Paling lama 3 hari 
setelah  rakor Mendagri 
dg Menkeu



PROSES PERTIMBANGAN AP KAB/KOTA

27

Pasal 34 Permendagri 96/2016

Gubernur bersama DPRD
memperbaiki

Ranperda PDRD sesuai dengan 

rekomendasi,  lalu menyampaikan hasil 

perbaikan kepada  Mendagri dan Menkeu 

paling lama 7 hari.

Gubernur menyampaikan
G

u

ranperda yg telah disetujui R

bersama dg DPRD kepada P

Mendagri, dan Mendagri k

bernur
memproses

aperda PDRD 
menjadi  erda 
PDRD sesuai  
etentuan Per-UU-an

Bupati/Walikota  

menyampaikan dokumen

OBC,  FBC, dan proyeksi  

penghitungan pembayaran 

AP  kepada Gubernur unt  

mendapat pertimbangan

Pertimbangan dilakukan dg  

meneliti kesesuaian dok

renc.  Keg. KPBU dg 

RPJMD, RKPD,

KUA-PPAS, & kelayakan  

kemampuan keuangan

daerah  berdasarkan OBC 

dan FBC

Gubernur memberikan pertimbangan 

kepada  Bupati/Walikota paling lama 15 

hari sejak  usulan KPBU diterima. 

Sebelum Gubernur  memberikan 

pertimbangan, konsultasi dulu ke  

Mendagri c.q. Dirjen Keuangan Daerah

Mendagri berkoodinasi dg  

Menkeu dalam hal renc.

Keg.  KPBU 

mengikutsertakan  

dukungan Pemerintah 

(PDF,  VGF, Penjaminan)

Pertimbangan Gubernur diberikan  

berdasarkan kesepakatan rakor paling 

lama  3 hari setelah rakor antara 

Mendagri dengan  Menkeu.
Paling lama 3 hari 
setelah  rakor Mendagri 
dg Menkeu



@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri

Evaluasi Kelayakan Keuangan Daerah untuk AP

Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk membayar jasa ketersediaan layanan sebagaimana rasio
pengembalian pinjaman sesuai ketetapan pemerintah. Rasio dihitung dg rumus berikut:

RKMKL = Rasio Kemampuan Membayar Jasa Ketersediaan Layanan yang bersangkutan
PAD = Pendapatan Asli Daerah
DAU = Dana Alokasi Umum
DBH = Dana Bagi Hasil
DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi
AW = Alokasi Wajib
BW = Belanja Wajib
KWP = Kewajiban pinjaman yang ada (pokok+wajib) di tahun I
X = Rasio kemampuan membayar kembali pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah (2,5x atau bergantung terhadap batasan yang 

ditetapkan oleh peta fiskal Pemerintah)

Total AP ditambah total pinjaman daerah tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD
tahun sebelumnya.

Pembatasan ini diperlukan dalam rangka menjaga kemampuan keuangan daerah untuk melakukan pembayaran AP. Secara
akuntansi, pembayaran AP dapat dicatat sebagai pengurangan liabilitas penyewaan asset (capital leasing liabilities).
Karenanya, perlu ada batasan besaran AP agar APBD tidak terlalu terbebani. Hal ini juga untuk menjaga kepercayaan Badan
Usaha terhadap Pemerintah Daerah sebagai PJPK akan kemampuan keuangan mereka dalam memenuhi perjanjian yang ada.

RASIO KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH



HAL-HAL TEKNIS YANG MENJADI PERHATIAN DALAM PEMBERIAN AP

Availibility Payment dalam kerangka KPBU diharapkan mampu mengatasi keterbatasan 
kemampuan fiskal daerah dan menyediakan layanan yang berkualitas.

Untuk kepastian pelaksanaan program dan kegiatan melalui skema Availibility Payment KPBU
agar dituangkan ke dalam dokumen perencanaan(RPJMD, RKPD serta KUA-PPAS  dll).

Untuk meneliti dan menilai kelayakan kemampuan keuangan daerah pada tahapan studi awal
(OBC) dan studi penyiapan atau Final Business Case (FBC) maupun Studi Kelayakan Pra-FS dan FS 

1.

2.

3.

Minat Badan Usaha atau Swasta bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui KPDBU 
menjadi tinggi, apabila daerah dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada hambatan dalam 
pembayaran setiap tahun, tidak tergantung pada political will & dampak Pemilukada.

4. Melakukan refocusing anggaran untuk Alokasi dan Belanja yang sifatnya tidak mendesak.

5.



Jumlah dan nilai sebaran proyek serta nilainya, dengan metode pengembalian investasi

Availability Payment Tahun 2017 - 2023

No Jenis Infrastruktur Daerah Nilai Investasi Keterangan

1 RSUD Zainoel Abidin (Kesehatan) Provinsi Aceh Rp1,6 T Sudah keluar surat pertimbangan MDN

2 RSUD dr. Hasri Ainun Habibie (Kesehatan) Provinsi Gorontalo Rp 790 M Sudah keluar surat pertimbangan MDN

3 PJU Surakarta Surakarta Rp 426 M Sudah keluar surat pertimbangan Gubernur

4 PJU Kabupaten Madiun Kab Madiun Rp 97 M Sudah keluar surat pertimbangan Gubernur/ 
Sudah beroperasi

5 PJU Kota Medan Kota Medan Rp 1,4T Pengajuan Surat Pertimbangan – Surat 

Rekomendasi sudah terbit

6 RS Pirngardi Kota Medan Rp 750 M Belum ada pengajuan berkas

7 Jalan Lingkar Luar Badung Kab Badung Rp 4,4 T Belum ada pengajuan berkas (PDF - PII)

8 PJU Kota Denpasar Kota Denpasar Dalam Penghitungan Belum ada pengajuan berkas (finalisasi Dok
SP)

9 RSUD Mohammad Natsir Prov Sumatera Barat Rp 492,5 M Belum ada pengajuan berkas

10 PJU Kota Dumai Kota Dumai Rp 61 M Tahap Diskusi Awal

11 RSUD Unggulan Ibu dan Anak di Kota Pekalongan Prov Jateng Rp 295,7 M Belum ada pengajuan berkas

12 Usulan Proyek KPBU Kota Samarinda Kota Samarinda Dalam penghitungan Tahap Diskusi Awal (dalam finalisasi dok SP)

13 Jakarta Smart City Provinsi DKI Jakarta Rp 13,8 T Pengajuan Surat Pertimbangan (On Hold)

14 PJU Kab Bandung Barat Kab Bandung Barat Rp 236 M Pengajuan Surat Pertimbangan
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CONTOH KERTAS KERJA EVALUASI

PEMBERIAN PERTIMBANGAN KPDBU
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No. Indikator Catatan Evaluasi Keterangan

1 SK Tim KPDBU Tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1325 Tahun 2021

tentang Tim Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka

Proyek Pengelolaan Jasa Digital (Digital Service Management) Jakarta Smart City.

Ketua Tim adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI

Jakarta.

Ada

2 Kesesuaian dengan RPJMD Tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Bab IX Kegiatan

Strategis Daerah hal 568-574 Jakarta Smart City bertujuan mengoptimalkan

penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengetahui, memahami,

dan mengontrol berbagai sumber daya di suatu kota dengan lebih efektif dan efisien,

sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik, menyediakan solusi untuk masalah,

dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Ada

3 Kesesuaian dengan RKPD 

TA. 2022

Pengembangan Smart City tertuang dalam RKPD Tahun 2022 Bab IV Sasaran &

Prioritas Pembangunan hal IV-143

Ada

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan

Hal III-19, namun Proyek KPDBU Unsolicited Pengelolaan Jasa Digital Jakarta Smart

City belum disebutkan sebagai salah satu proyek yang berpotensi dikerjasamakan

dengan Badan Usaha.

Ada

4 Kesesuaian dengan KUA 

TA.2022

Skema pembiayaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha disebutkan sebagai

salah satu sumber pendanaan pembangunan hal 45.

Ada
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No. Indikator Catatan Evaluasi Keterangan

5 Kesesuaian dengan PPAS TA.2022

6 Rencana Keuangan KPDBU

7 Pernyataan tidak mempunyai 

tunggakan atas pengembalian 

pinjaman yang berasal dari 

Pemerintah

8 Kajian Awal Pra Studi Kelayakan

9 Kajian Awal Studi Kelayakan

10 Penjaminan Proyek

11 Evaluasi Pra Studi Kelayakan

12 Evaluasi Studi Kelayakan

13 Perhitungan Rasio Kemampuan

Pembayaran Layanan
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CONTOH PERTIMBANGAN GUBERNUR ATAS 
PROYEK KPDBU 
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CONTOH HASIL KONSULTASI ATAS 
PERTIMBANGAN GUBERNUR 

UNTUK PROYEK KPDBU 
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CONTOH SIMULASI RKMKL 

UNTUK PROYEK KPDBU 



Berdasarkan Perhitungan diatas, Belanja Ketersediaan
Layanan maksimal tahun I sebesar 16 Triliun dg asumsi

bahwa tidak terdapat kewajiban lainnya berupa
pembayaran pinjaman. 
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